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MOTTO

Imagine the woman you want to be.
What does her life look like? What daily habits does she have?

Start showing up as her everyday.
You don’t become her like magic. You build her.

- - -

May we know them, may we raise them, may we be them.

- - -

“What has kept you inspired to continue work on and write about
WPS issues?”

“It can be disheartening when you see how patriarchal mindsets are
so entrenched, when you watch people making merely tokenist

changes, when you see the careful investigations our colleagues do in
warzones get put on the shelves to gather dust, when patriarchal

militarized ideas morph into their updated forms. So we do need to
keep crafting ways to maintain our collective feminist stamina.”

-Cynthia Enloe
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PERSEMBAHAN

To my best self

To mama and papa

To every woman working on peace and security
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ANALISIS LAMBANNYA ADOPSI RENCANA AKSI NASIONAL
RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB 1325 SEBAGAI IMPLEMENTASI

WOMEN, PEACE AND SECURITY (WPS) AGENDA DI MYANMAR

Abstrak

Konflik yang kompleks disederhanakan dengan memfokuskan pada eksistensi
laki-laki dan mengaburkan pengalaman dan peran perempuan. Selama perang
sipil dan rezim militer berlangsung, perempuan Myanmar telah terdampak secara
tidak proposional yang menyebabkan ketidakamanan perempuan. Untuk
mengakomodasi ketidakamanan perempuan dalam situasi konflik, Myanmar
membutuhkan RAN Resolusi 1325. Namun, sampai saat ini Myanmar belum
mengadopsi RAN Resolusi 1325. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini
menganalisis alasan lambannya adopsi RAN Resolusi 1325 sebagai implementasi
agenda WPS di Myanmar.

Tujuan penelitian eksplanatif ini untuk mengetahui faktor penyebab
lambannya Myanmar mengadopsi RAN Resolusi 1325 melalui penjelasan
dinamika gender institusi Myanmar dalam pembuatan kebijakan yang terkait
dengan isu perempuan dan cara pandang dan cara pandang keamanan Myanmar
terhadap Resolusi 1325 dalam lensa. Penelitian ini menggunakan konsep rezim
gender dalam teori Feminist Institusionalism dan konsep posisionalitas dalam
Feminist Security Studies.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lambannya adopsi RAN Resolusi
1325 di Myanmar disebabkan oleh dua faktor. Pertama, pola rezim gender yang
terjadi pada tahun 2011 sampai 2022 tidak ramah isu gender dan terjadi regresi
dari rezim feminist presence and masculinist backlash ke rezim masculine
hegemony di mana rezim ini menghasilkan kebijakan buta gender. Kedua,
posisionalitas Myanmar berlawanan dengan norma-norma yang terkandung di
dalam Resolusi 1325. Pemerintah Myanmar juga semakin resisten untuk
mengadopsi RAN Resolusi 1325 karena berkaca dari implementasi NSPAW
2013-2022 yang mendorong mereka untuk memastikan kepatuhannya terkait
perempuan dalam situasi konflik.

Penelitian ini menyarankan organisasi masyarakat sipil Myanmar untuk
meningkatkan kapasitas mereka dalam melokalisasi Resolusi 1325 dan
mengoperasionalisasikannya secara nasional. Penelitian ini dapat dikembangkan
dengan menganalisis Regional Action Plan on WPS ASEAN yang diluncurkan
pada Desember 2022 sebagai pedoman Myanmar dalam akselerasi adopsi RAN
Resolusi 1325.

Kata kunci: RAN Resolusi 1325, agenda WPS, rezim gender, posisionalitas,
militer
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